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BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 6 TAHUN 2OI8

TENTANG

TATA CARA PBMBAGIAN DAN PENETAPAN ]?INCIAN DANA DESA

SETIAPDESADlKABUPATE}{BURUTAHIJI{41{GGARA1{2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a.

C.

Mengingat : 1".

b.

BUPATI BURU,

bahwa untuk melaksan akan ketentuan pasal 12 ayat

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2415

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

6O Tahu n 2O14 fentang Dama ''E'sa Yang 'k"'eJJ't?bE"
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara'

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Angaran

Pendapatan dan Beianja Nei{ara, periu, menetapkan

Tata C'ara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran

2At8;
bahwa penetapan rincial Dana Desa untuk setiap

Desa clihitung berdasarkan Alokasi Dasar secara

merata di Kabupaten Buru, Alokasi Afirmasi daI1

Aiokasi yang memperh atikan jumlah penduduk' angka

kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan

geografis setiaP Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

d,imaksud, d'alam huruf a dan huruf b diatas' perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

PembagiandanPenetaparrRincianDanaDesaSetiap
Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2OL8'

Undang-Undang Nomor +6 Tahun 1999 teatang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru

dan Kabupaten Maluku Tenpglara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia 'I'ahun 1999 Nomor 174'

TambatLanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 3895J sebagaimana telah diubah dengan

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2OOO



2.

r).).

+.

5.

6.

7.

8.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46

Tahun 1999 tentang PerrLbentukan Provinsi Maluku
TJftarae., Y'thrulrtfor, ButL dfrtr. Kctuuy$o"r, \dn{rrk+u

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3961);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2B6\;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbenclaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Lrndang-Lrndang l\Iornor l5 Tahun 2AO4 fenfang
Pemeriksaan Pengelolaal dan tangung jawab

Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;

{Jndang-Undartg lfomor 33 Ta.hurt 2^}4 fertfanrg

Perimbangan Keuangan Antala Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lemi:aran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 llomor L26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a48|;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l-embaran Negara Republik ['r.d'or"esi'e. Tahl.r,. zA\L
Nomor 82, Tasnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S%fi;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
I}tromor 7 , Tarnbahan l:emlceraT. t]tregera P.'-p'alali.k

Indonesia Nomor 5a951;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AV tentalg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Lh dang l\romor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
'fambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 I'a-hun 2OOS fenf.a'ng

Pengelclaal Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA5 Nomor L4A,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a578);

9.



12.

10.

11.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nornor 7l Tahun 2A 10 tentang
Standar Akuntansi Peme:'intahan (Lembaran Negara
P.ep'ubllln Ltr{rurr-g,a Tt&,,ur, 'ZV{A }lurrcn [Ll,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5 1651;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6
Tahun 2O7+ tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2A 15 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran ftrqgara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 757,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 57L71;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2QL4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5553) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan- Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Q\4 terfLarrg Darra Dtffi.
Yarrg Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Bela-rlia Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5ti6al;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2OiA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2All tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AOO tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 tr\romor 3iO);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor i 13 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa iBerita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 20931;
Peraturan Menteri Desa, Penrbangunafi Daerah
tertinggal dan Transmigras, Nomor 19 Tahun 2017

Tentang Penetapan Prioritat; Penggunaan Dana Desa

Tahun 2Ol8 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1359 );

13.



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 50/PMK.O7 /2Afi Tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
225/PMK.O7 /2Afi Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keualgan Republik Indonesia Nomor
SO/PMK.A7 l2Ut7 Tentang Ptr,gel,ty''aan Trar,s{er rfrr

Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor l97O l;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 199 /PMK.O7 /2017 Tentang Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota d,an
Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 lVomor l88  );
Peraturan Daerah Kabupate:n Buru Nomor 12 Tahun
2Ol5 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lernbaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2Ol5 Nomor 12 );
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor
17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buru
(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tafiun 2A76
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kai;rupaten Buru Nomor
11 Tahun 2Ol7 tentang A.nggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol8
(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017
Nomor 11);

Peraturan Bupati Buru Norttor tOs ?ahun ZOTV

tentang Penjabaran Anggara.n Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buru Tatrun 2Al7 (Berita Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2Ol7 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG T.4.TA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah Daenah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah ada-lah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelen gara Pemerintahan Daerah.

t6.

17.

18.

19.

18

19



r1
J.

4.
5.

6.

7.

Bupati adalah Bupati Buru.
Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Desa adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ad,alatr Badan Pengeiola
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Euru.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingal masyarakat setempat 'oerdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, danf atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerinatahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyeienggara
Pemerintahan Desa.
Dana Desa adala}r dana yaxg bersumber dari Anggaraa Pendapatan
dan Belanja ,\regara -),ang diperunfukkan hagi J\ssa _),ang d.if,'.a.ns,b.
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyareixamn dan
p emberd ay aan masyarakat ;

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima
oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengart
jumiah desa secara nasional;
Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikal
status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, y&ng memiiiki
.jumlah penduduk miskin tinggr;
Alokasi Formula adalah alokasi yar'g dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupatenl kota;
Indeks Kemahalan Konstruksi yang seianjutnya disingkat IIKK adalah
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai
berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an
tard,aerai:';
Indeks Kesulitan Geografis Desa yang sr:laniutnya disebut IKG Desa
adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu
Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infi^astruktu,i fransporfasi, dan kom unikasi;
Jumlah Desa adalah jumiah desa yang ada di wilayah Kabupaten
Buru;
Anggaran Pendapatan d,an Belanja Daeran yarug sdtaniutnya sisingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru.
Anggaral Pendapatan dan Belanja Deset yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RINCIAN ALOKASI

Pasal 2

(L) Peratr:ran Bupati ini menet-apka-n Rincian Dana- Desa, urrtuk Setjaqr Desa- di
Kabupaten Buru Tahun Anggaraa 2418.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

16.

L7.



(2) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1f tercantum da-lam lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahk;Ln dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2AB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
dialokasikan secaramerata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar Stiap Desa;
b. Alokasi Afirmasi Stiap Desa yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah Desa tertinggal dan Desa sangat tefiinggd, yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi; dan

c. Alokasi Formula Stiap Desa yang dihilung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan. luas wilayah dan tingkat
kesulitan geografis desa di Kabupaten Buru.

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum
dalam lampiran II yang merupakan bagian yar,g tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum
d.alam lanrpiran lt yang merupakan bagian ,je,s,E r,id.c.k terpise.h.kan de.ri
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasl dasar per Desa di Kabupaten Buru sesuai
Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dart
Desa sangat tertinggal, ymg memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari
I{ementeriafi J,'ang berwenang dan /atau lemhaga l'afig r*mrr*ij'f,1f,r*tgga"ala,r
urusan Pemerintahan di bidang Statistik.

Pasal 6

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinal, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 huruf c yarLg bersumber dari Kementerian yang
berwenang dax latau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintaltan
di bidang Statistik.

BAB III
,DE]\TGq-LOI{4SI,4ATD,4.]\T,4DES,{.S,BT)I,+PD,9,S,+

Pasal 7

t1l Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dihitung Clengan menggundtcan
rumus sebagai berikut:

DD Desa = AD Desa + AA Desa + AF Desa



Keterangal:
DD Desa = Dana Desa setiap Desa.
AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa.
AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

{2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77a/o (tajuh puluh tujuh persen) dari
anggaran Dana Desa dibagi secara merata kt:pada setiap desa.

(3I Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3?t {trig1 Bersenl dari angJ3aran
Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa
sangat tertinggal yafig mempunyai jumlah penduduk miskin tingl

(4) Status Desa tertinggatr dan Desa sangat tertinggal sebaga;rnarla dimaksud
pada ayat (3) bersr.lmber dari data indeks desa membangun yang
diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingga,l, dal
T'ransmigrasi.

(5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersumber dari Kementerial Sosial.

{6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat {3} merupakan
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yarlg memiliki lumlah
penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil
ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan
jrafi g dilaku kan oleh Direkfora t J e nderal Per^tr b'anga,t .Keuatga.t.

(7| Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 207o (dua puluh persen) dari
an aran Dana Desa dibagi berdasarkan juLmlah penduduk Desa, angka
penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geogralis
Desa.

Pasal 8
(1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa dihitung; dengan cara membagi pagu

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {21. dengan
jumlah Desa di Kabupaten Buru.

(2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {i) merupakan data
jumlah Desa J,ang disanrpikan oleh Kemenfe^'ian Da,la,tr ^\tege,r'.

Pasal 9

(1) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi
setiap Desa.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi
Afirmasi setiap Desa.

(3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {i} dan ayat
(2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA Desa = (0,03 *DD) / {{2.DST) * (1 . DT)}
Keterangan:
AA Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa.
DD : pagu Dana Desa
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk mjskjn finggi
DT = jumlah Desa tertinggal ytrrg memiliki jumlah penduduk

miskin Tinggi.



Pasal 10
{1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagainrana dimaksud dalam Pasal

7 Ayat (7| dihitung dengan bobot sebagai berikut :

a. lOo/o (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 159/" {lima belas persen} untul< luas wila3,ah; dan
d. 25o/. (dua puluh lima persen) untuk tingkat l<esulitan geografis.

{2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagairnana dimaksud dalam Ayat
(1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagar berikut:
AF Desa = {(0,1O 

* Zll + (0,50 " Z2) + (0,15 * Z3l + (A,25*. Z4l\
*AF Kabupaten.
Keterangan:
AF Desa : Aiokasi Formula setiap Di:sa-.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap tota-l

penduduk Desa di kabupaten.
Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

terhadip total p.rdrd,rk mjskjn Desa di kabupaten.
Z3 : Rasio luas wilayah setia? desa terhadap total luas

wilayah desa di kabupaten.
Z4 : rasio "i-KG setiap Dersa tet'nadap 1KG Desa

kabupaten.
AF Kabupaten : Alokasi Formula kabupaten

{3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan
oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

(4) indeks Tingkat Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian
yang berwenang dan/ atau lembaga yafig men3,elengarakan urusat?
pemerintah di bidang statistik.

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasa] 1 1

Penyaluran Dana De sa dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ( RKUD ) ke Rekening Kas Umum Desa(
RKUDesa );
Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umurn Daerah ke Rekening l(as
Umum Desa dilakukan paling lambat 7 ( tujrrh ) hari kery'a setelah Dana
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daeratr;
Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

a. Tahap I sebesar 20 "/" (dua puluh perseratus) disalurkan paling cepat
bulan Pebruari dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni 24rc.

b. Tahap II sebesar 40 oh (empat puluh perseratus) disalurkan pa-ling

cepat bulan Maret dan paling lambat rriinggu ke empat bulan Juli
2O1.8:. dan

c. Tahap III sebesar +A "h (empat puluh perseratus) disalurkan paling
cepat bulan Agustus dan pating lambat minggu Pertama bulan
,ksf,',tbrs,' 2018.

Penyalural Dana Desa Tahap I dilakuxan setelah Kepala Desa
menyampaikan :

a. Peraturan Desa tentang Rencana Keqa Pemerintah DesaT'dnun 2tl't8;
b. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2A18;

(1)

(2t

(3)

(4)



c. Laporan Konsilidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana
Desa tahap II tahun anggaran 2Ol7;

d. Laporan Realisasi Peng;gunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa; ian

e. Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa serta laporan realisasi
,sebaga.ima,na d,i,c?aktu.C pa,Ca aSaf {4r\ ,lru,-l.l,f a, b da,r d d.isa.tepaiJ<a,n
kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah meialui Camat.

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa
menyamparkan :

a. laporan konsilidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana
desa tahap I tahun anggaran 2018;

b. laporan konsilidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana
desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan
paling kurang telah digunakan sebesar 90 o/o (sembilan puluh
perseratus); dan

c. Kepda Desa menyampaikan laporan konsilidasi rea-lisasi penyerapan
dan capaian output dana desa tahap tr sebagartnana djmaksud pada
huruf a kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Camat.

t6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa
menyampaikan :

a. laporan konsilidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana
desa tahap II tahun anggaran 2O18;

b. laporan konsilidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana
desa tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan
paling kurang telah digunakan seberiar 90 o/o (sembilan puluh
perseratus); dan

c. kepala desa menyampaikan laporan konsilidasi realisasi penyerapan
dan capaian outpuf dana desa tahap II sebaga-.rrra,ra d,llnaksud pa'Ca
huruf akepada Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Camat.

(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan da-lam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

SKALA PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

I1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiqvai Pelaksanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat dibiayai dari Dana Desa
aC.alah sehagai h,ttik'*r.'.

A. Pengadaal, pembangunan, pengemlangax dan pemeliharaan
saftula prusaftura Desa ;
1. Pengadaan, pembangunan, pengernbangal dan pemeliharaan

sarana dan prasarar,a lingkungan frsmrrfttman, antara lain:
a. pembangunar dan/atau perbaikan rumah sehat untuk

fakir miskin;
b. selokan;
c. tempat pembuangan sampah;
d. gerobak sampah;
e. kendaraan p,engangkut sarnpahi
f. mesin pengolah sampah; dan



g. sarana prasarana lingkung,an pemukiman iainnya yang
sesuai d:ngan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyaweLrah Desa.

2. Pengadaan, pembaagunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana transportasi, antara lain:
a. 

"fa,ff,L1a"ta€ ing,,iallffr'
b. jdan pemukiman;
c. jalan poros Desa;
d. jalan Desa antara permukiman ke wilaydn pertanian;
e. jalan Desa antara permukirnan ke iokasi wisata;
f. jembatan Desa;
g. gorong-gorong;
h. terminal Desa; dan
i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskal daiam musyawarah
Desa.

3. Pengadaan, pembangunar, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dal prasarana energi, antara lain:
a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
b. pembangkrt listrik tenaga diese,;
c. pembangkit listrik tenaga matahari;
d. instalasi biogas;
e. laringan distribusi tenaga listrik; dan
f. sarana prasarana energi lainnya yar.g sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaal
sa-rana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
a. jaringan internet untuk warga Desa;
b. website Desa;
c. peralatan pengeras .suara (loudspe-.ak^e-r);
d. telepon umum;
e. radio Single Side Band (SSB); dan
f. sa-rana prasarana komunikasi larnnya yang sesual cfengan

kewenangan Desa dan diputuskan da-lam musyawarah
Desa.

B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :

1) Pengadaan, pembalgunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana kesehatan, antara lain:
a. air bersih berskala Desa;
b. sanitasilingkungan;
c. jambanisasi;
d. mandi, cuci, kakus (MCK);
e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
f. alat bantu penyandang disabilitas;
g. panti rehabilitasi penyandang cisabilitas;
h. posyandu;
i. poskesdes/polindes;
j. posbindu;
k. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel

makanan; dan
1. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.



2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antaralain:
a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan PAUD;
c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
d. ru,aftana permatnan anak di PALID;
e. taman belajar keagamaan;
f. bangunan perpustakaan Desa;
g. bukulbahan bacaan;
h. ba,lai pelatihan lkegiatan belajar masyarakat;
i. sanggar seni;
j. film dokumenter;
h. peralatan kesenial; dan
i. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan iainnya

yaxg sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

C. Pengadaan, pembangunan, pengemlanga,n dan pemeJiharaan
sarana prasarana usaha ekonomi Desa :

1) Pengadaan, pembangunan, pengernbangan dan pemeliharaan
sarana prasa-rana produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertanian berska-la produktif yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa danlatau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain :

a. bendungan berskalakeciL;
b. pembangunan atau perbaikan embung dan f atau sistem

pengafan;
c. irigasi Desa;
d. percetakan lahan pertanian;
e. kolam ikan;
f. kapal penangkap ikan;
g. tempat pendaratankapd penangkap ikan;
h. tambak garam;
i. kandang ternak;
j. mesin pakan ternak;
K. gudang penyimpanan sa-rana produksi pertanian

(saprotan); azur
1. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai

dengan kew'enangan Desa 'Ca,lr 'd,'pufuska.t daia.tr
musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana ctan prasarana pengolahan nasil pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembarlgal produk unggulan
desa danf atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain :

a. pengeringan hasil pertanian s;eperti: lantai lemur gabah,
jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

b. lumbung Desa;
c. gudang pndingin (card storage); dan
d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.



3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasaranajasa dan industri kecil yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, arttara
lain:
a. ,tres,',tria.hi.t'
b. peralatan bengkel kendaraal bermotor;
c. mesin bubut untuk mebeler; dan
d. sarana dan prasarana jasa d.an 'rn&ustrl'kecil'tarnnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembalgunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembafigan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a. pasar Desa;
b. pasar sayur;
c. pasar hewan;
d. tempat pelelangal ikan;
e. toko online;
f. gudang barang; dan
g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yarLg sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pemalfaatan dan pemeliharaan
sa-rana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
a. pondok wisata;
b. panggung hiburan;
c. kios cenderamata;
d. kios warung makan;
e. wahana permainan anak;
f. wahana permainan outbound;
g. taman rekreasi;
h. tempat penjualan tiket;
i. rumah penginapan;
j. angkutan wisata; dan
k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyaw,arah Desa.

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaaa
sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk
kem4luan ekonomi yang dilokuskan kepada pembentuxan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a. penggilingan padi;
b. peraut kelapa;
c. penepungbiji-bijian;
d. pencacah pakan ternak;
e. sangrai kopi;
f. pemotong,rp,engiris buah dan say'ur.an,'
g. pompa a]r;
h. traktor mini; dan
i. sarana dan prasarana

kewenangan Desa dan
Desa.

4)

lainnya yang sesuat dengan
diputuskan dalam musyawarah



D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasar€Lna untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatanterasering;
2. kolam untuk mataajr;
3. plesengan sungai;
+. pencegahan abrasi pantat; dan
5. sarana prasarana untuk pelestariem lingkungan hidup lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alarn d,an/atau
kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunafl jalan evakuasi dalan bencana dam;
2. pembangunan gedung pengungsian;
3. pembersihan iingkungan perumahan yang terkena bencana

a-1am;
+. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang

terkena bencana alam; dan
5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang

lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
da1am musyawarah Desa.

3) Untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dapat dibiayai dari
Dana Desa adalah sebagai berikut :

A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhaclap Pelayanan Sosial Dasar.
1. pengelolaan kegiatan pelayanen kesehatan masyarakato

altara lain:
a. penyediaan air bersih;
b. pelayanankesehatan lingkungan;
c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah

penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual,
HIV / AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitu s dan
gangguan jiwa;

d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
e. pemantauan pertumbuhra.n dan penyediaan makanan

sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak
sekolah;

f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan
pengasuhan anak dan perlindungan Anak;

g. pemge,lrlaa.t ba.h,l pe.tgobatan ,lbsa danr pe'-salinan;
h. perawatan kesehatan dan/at.au pendampingan untuk ibu

hamil, nifas dan menyusui;
i. pengobatan untuk'tansia;
j. keluarga berencana;
k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang

disabilitas;
1. pelatilran kader kesehatan n:.asyarakat;
m. pelatihan hak-hak anak,. ketrampilan pengasuhan anak

dan perlindungan Anak;
n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
o. pelatihan kader Desa untuk pangan j'Tang sehat dan

aman; dan
p. kegiatan pengelolaan pelayi:,nan kesehatan masyarakat

Desa lainnya yaxg sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.



B.

2. pengelolaan kegiatan pelayarLan pendidikan dan kebudayaan
arfiaralain,;
a. bantuan insentif guru PAUD;
b. bantuaa insentif guru tama;r belajar keagamaan;
c. penyelenggaraanpelatihankerjal'
d. pen3.elengaraanl kursus seni lrudaya;
e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga; dan
f. pelatihan pembuatan film dckumenter; dan.
g. kegiatan pengelolaan pendioixan dan kdoudayaan

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antaralain:

a. pengelolaan sampah berska-la rumah tangga;
b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
c. pengeJoJaa.n Jingku rlgan pe,tnu,kiman ,lann,nia -)'a.T g sesua,i

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

2. Penge'rolaan transportasi Desa, antaralarn:
a. pengelolaan terminal Desa;
b. pengelolaal tambatan perahu; dan
c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

3. Pengembarlgan energi terbarukan, antara lain:
a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
b. pembuatan bioethanol dari ubi kqyu;
c. pengolahaa minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
d. pengelolaan pembangkit listlik tenaga angin; dan
t. Petgerrrh,arrgar, o"rtlgi +rttb'a1'c.lrar, lairrrrya yarrg sesaai

dengan kewenangan Det;a dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

+. Pengelolaan rhlbrmasf dan komutukasrl altara lain;
a. sistem informasi Desa;
b. koral Desa;
c. website Desa;
d. radio komunitas; dan
e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

p,engelolaan usaha ekonomi produktd tpr,rr.o. pe-t gelolaar, $tttrra Crtr'
prasarana ekonomi ;

1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha pertaruan yarrg oiibkuskan ttepaoa
pembentukan d,an pengembangan produk unggulan desa
d,an I atau produk unggulan ka-wasan perdesaan, antar a lain:
a. pembibitan talaman Pangan;
b. pembibitan tanaman keras;
c. pengadaan pupuk;
d. pembenihan ikan anr tawar;
e. pengelolaan usaha hutan Desa; dan
f. p,engelolaan usaha hutan s,osiatr;
g. pengadaan bibit/induk ternak;
h. inseminasi buatan;

C.



pengadaan pakan ternak; dan
sarana dan prasararLa produksi pertanian lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan da-lam
musyawarah Desa.

pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangafi dan usaha pertamian J'ang rlifokuskarl kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
danlatau produk unggulan kawasuLn perdesaan, antara lain:
a. tepung tapioka;
b. kerupuk;
c. keripik jamur;
d. keripik jagung;
e. ikan asin;
f. abon sapi;
g. susu sapi;
h. kopi;
i. coklat;
j. karet; dart
k pengoiahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dal diputuskan dalam musyawarah
Desa.

3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yarLg difokuskan
kepada pembentukan dan pengernbangan produk ungguian
desa danlatau produk unggulan Kawasan perdesaan, arttara
lain:
a. meubelair kayu dan rotan,
b. alat-alat rumah tartgga,
c. pakaianjadi/konveksi
d. kerajinan tangan;
e. kain tenun;
t. lrain han'ik;
g. bengkel kendaraan bermotor;
h. pedagang di pasar;
f. pedagang pengepul; dan
j. pengelolaan jasa dan industri kecil Latnnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

pendirian dan pengembangan BUM Desa danlatau BUM Desa
Bersama, antara lain:
a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
b. penyertaan modal BUMDesac.anlatau BUMDesa

Bersama;
c. penguatan permodalan BUMDesa danlatau BUMDesa

Bersama; dan
kegiatan pengembangan BUM Desa dan1'atau BUNI Desa
Bersama lainnya yang sesua- dengan kewenangan Desa
diputuskan dalam musyawarah Desa'

pengembangan usaha BUM Desa danlatau BUM Desa
Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa danlatau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a. pengelolaan hutan Desa;
b. pengelolaan hutan Adat;
c. industri air minum;
d. industri pariwisata Desa;

1.

j.

2.

4.

5.



e. industri pengolahan ikan; dan
f. produk unggulan lainnya yaxg sesuai dengan

kewenangan Desa diputusJ<an dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUM Desa danf atau BUM Desa

Bersama yafig difokuskan pada pengembangan usaha layanan
,jasa, antara lain:
a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana

olahraga;
b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
c. pen.gadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
d. pengadaan atau pembangunan sarana prasaranaLannnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa..

7 . pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
dan/atau koperasi yafig difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
ungguian kau,asan perdesaan, antara lain:
a. hutankemasyarakatan;
b. hutan tanaman ral<yat:'
c. kemitraan kehutanan;
d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
e. bantuan sarara produksi, distribusi dan pemasaran

untuk usaha ekonomi masya::akat; dan
f. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna {TTG}
untuk kemajuan ekonomi y'ang diflekuskan kepada
pembentukan dan pengembangarl produk unggulan desa
danIatau produk unggulan kawasan perdesaan, antaraLain;
a. sosialisasi TTG;
b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) danlatau

antar Desa
c. percontohan TTG untuk produksi pertanian,

pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan
sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan
jasa dan industri kecil; dan

d. pengembangan dan pemanfaatart TTG lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

9) pengelolaan pemasararl hasil prorluksi usaha BUM Desa dan
usaha ekonomi lainnya yang ditokuskan kepaata pem'Oentukan
dan pengembangan produk unggulal desa danlatau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a. penyediaan informasi harga lpasar;
b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi

masya-rak at dan I atau koperasi ;
c. kerjasama perdagangan antar Desa;
d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuaj dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

D penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi
bencana serta kejadian luar biasaLutnyayang meliputi:



1.

2.
penyed.iaall layanan informasi tentang bencana alam;
peiatihan kesiapsiagaan masyarakat da-lam menghadapi
bencana alam;

3. pelatihan tenaga sukarelawal untuk
alam; dan

4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat
dengan kewenangan Desa yang
musyawarah Desa.

Pelestarian lingkungan hidup anTaraiarn:
1. pembibitan pohon langka;
2. reboisasi;
3. rehabilitasi lahan gambut;
4. pembersihan daerah aliran sungai;
5. pemeliharaan hutan bakau;
6. perlindungan terumbu karangi dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan

dipu tuskan dalam m uslzarrrarah Dese. .

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat
Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan Desa yarrg dilaksanakan seca-ra swakelola
dan
oleh

Desa, antara lain:
a. pengembarrgarr sistem infornrasi Desa;
b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau ba-lai talarat;

dan
c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. mengembangkan program dan kegiatan pembarlg:unan Desa

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya
manusia dan sumber daya atam yang ada di Desa, antara lain:
a-. p'enyus\lfran arah pengemb&frs?-fr D'esa;
b. penyusunan rancangan programlkegiatan pembangunan

Desa yang berkelanjutan; dan
C. kegiatal Iarnnya yang sesuar kewenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. menyusun perencanaar1 pembangunan Desa sesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai keariian lokal, antara lain:
a. pendataan Potensi dan a:;et Desa;
b. peqyusunanprofil Des4/Cata Desa;
c. penyusunan Peta aset Desa; dan
d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang

diputuskan dalam firus:ra\Isa1ah, Desa.
4. menyusun perencanaan dan penganggalal yang berpihak

tcepada kepentingan wafga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok margrnal, antara l'ann:

a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
b. penyelenggaraan musyawarah kelompok wafga miskin,

wa-rga dfabilitas, perempuan, anak, dan kelompok
marginal;

c. penyusunan usulan kelorrpok war8:a miskin, warga
disabilitas, perempuan, anek, dan kelompok marginal;
dan

c,. kegiatan lainnya yar.g sesu..ti, d.er,g2,r, ke-&e'l,2Jl,gar, Do-sa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa'

E.

penanganan bencana

yar.g lainn3,s sesuej
diputuskan dalam

Desa yang

tata kelolaF.



5. mengembangkan sistem transpar,;nsi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa,. antara lain:
a. pengembangan sistem adrr:inistrasi keuangan dan aset

Desa berbasis data digital;
J'. .hpurtar 'ke,,:a't-ga,t 'da.t asef ,Dlsa j'affg

terbuka untuk publik;
c. pengembangan sistem inforntasi Desa; dan
d. kegiatan larnnya yang sesuzu dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan
kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa,
antara lain:
a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa

perihal halhal strategis yarrg akan dibahas da-lam
Musyawarah Desa;

b. penseJen ggaraafi musS'au'ar,a'h ,ksa,' dan
c. kegiatal lainnya yang sesurLi dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
melakukan pendampingan masyardrat De sa melalui
pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
Desa yang diselenggarakan di Desa.
menyelenggarakan peningkatar:. kualitas dan kapasitas
sumber daya manusia masyarakzrt Desa untuk pengembangan
Lumbung Ekonomi Desa Vanq, difokuskan kepada
pembentukan dal pengembangan produk unggulan desa
dan I atau produk u nggu la1 kawlsan perdesaan, antar a Latn'.

a. p"^r1af"rha.,r usarha per-fartia.r, trlu^rliiraraara, trru^lk'^buman,
industri kecil dan perdagafiSan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;
c. pelatihan keqa dan ketrampflal'bagt masyarakat Desa

sesuai kondisi Desa; dan
d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk

mendukung pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulaa kawasan
perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawa-rah Desa.

melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerinfahan Desa dan pembanguna.'r ,tbsa 3'atg 'C,i,lakukam
secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antataLatn:
a. pemaltauanberbasiskomurritas;
b. audit berbasis komunitas;
c. pengembangan unit pengaduan di
d. pengembangan bantual hukum

Desa;

untuk penyelesaian masalaki secara
pengembangan kapasitas paralegal
penyelenggaraan musyrrwarah Desa untuk
pertanggungjawaban dan serah terima hasil
pembangunan Desa; dan

g. kegiatan lainnya yang sesuar dengan kew,enangarr Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6.

7.

B.

9.

dan paralegal Desa
mandiri oleh Desa;

Desa;e.
f.



(1)

{2}

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

-Pe-ngeJo-laan keuangan ds*sa di^ke-lola -qesuaj cp-nga^n -kefe:rfuan perundang-
undangan dalam masa 1 ( satu ) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari
sampai dengan tanggal31 Desember 2018.

Pasal 14

Setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat {1] harus mendapat pengesahan

oleh Sekretaris Desa atas krbenaran matctial yarrg tirrrb'al C.ari

penggunaan bukti dimaksud;
Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban Angrylaran Pendapatan

dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancalgan Peraturan

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi
Peraturan Desa;
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan ( PPh) dan pEak
lainn3ra, ru,arrib menjrllsr seluruh penerima.an pofo.ngan da.n ptaj.ak J'€.49

dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang - Undalgan.

Pasal 15

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan

laporal realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa

Tahap I, II dan Tahap III serta laporan realisiasi Penggunaan Dana Desa

Tah,.Ir,an kepada Bupati c.q. kkretaris Daerah, pzJing Leffr.bar' b'al,an Jerruaer',

minggu ke dua tahun berikutnya.

BAB Vi

SANKSI ADMINISTRATIF.

Pasa-l 16

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa ddam hal Kepala Desa tidak
mg6yampaikan APBDesa danlatau laporan realisasi penggunaan
semester sebelumnya;

Q\ Penundaan sebagaimana pada aya;t (U dilakukan sampai dengan
disampaikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa danlatau
laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya;

(3) Bgpafi mengurangi peny.aluran dana l-tsa dal.anr hal d,;Jemuka'n

penyimpangan pelaksanaan yang mengakiLatkan SILPA tidak wqjar;
(4j Sflpa nr.ra Deia yarg tidak wajar sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 

,
berupa sisa DanaDesa yang melebihi 3O o/o { tiga puluh perseratus ) oari
Dana Desa yang diterima Desa:

(5) penggunaan d.ana Desa yafig tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana
dimaksud pada pasal 12 ayat (21 dan (3) harus mendapatkan persetujuan
dari Bupati;

{3)

(41



(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui KPPN
Ambon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

pada t Januari 2OlB.

Paraf Koordinasi

Asisten I I
Kadis PMD I
Kabag Hukum A

t h

MASUGILYI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Januari 2018.

.SEKRETARIS DAERAH T
( KABUPATEN BURU, I

;$*
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR

Ditetapkan di Namlea



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 6 TAHUN2018
TANGGAL : 06 JANUARI 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA SE - KABUPATEN BURU

TAHUN ANGGARAN 2018

NO KECAMATAN DESA BESARAN DANA DESA

1 2 c 4

1. NAMLEA 1. DESA NAMLEA Rp. 1,561.381.000

2. DESA LALA Rp. 678.436.000

3. DESA KARANGJAYA Rp. 1.585.307.000

4. DESA SIAHONI Rp. 846.989.000

5. DESA JAMILU Rp. 734.486.000

6. DESA SANLEKO Rp. 722.012.000

7. DESA BATUBOY Rp. 725.949.0OO

2. AIRBUAYA 1. DESA WAEPURE Rp. 716.959.000

2. DESA WAEMANGIT Rp. 774.112.000

3. DESA AIRBUAYA Rp. 764.257.0O0

4. DESA TANJUNGKARANG Rp. 748.010.000

5. DESA BARA Rp. 878.888.000

6. DESA SELWADU Rp. 888.375.000

7. DESA WASBAKA Rp. 834.015.000

B. DESA KAMPUNGBARU Rp. 739.459.000

9. DESA BATLALE Rp. 781.176.000

10. DESA AWILINAN Rp. 706.890.000

3. WAEAPO 1. DESA SAVANAJAYA Rp. 794.849.4OO

2. DESA WAETELE Rp. 705.927,OOO

3. DESA WAEKASAR Rp. 787.738.000

4. DESA WAENETAT Rp. 779.61.0.400

5. DESA WAEKERTA Rp. 727.OO7.oOA

6. DESA WANAREJA Rp. 681.723.000

7. DESA GOGOREA Rp. 821.922.OOO

4. WAPLAU 1. DESA I,AMAHANG Rp. 77O.773.0OO

2. DESA WAPLAU Rp. 697.975.0OO



3. DESA WAEURA Rp. 711.305.000

4. DESA SAMALAGI Rp. 679.056.000

5. DESA NAMSINA Rp. 861.739.000

6. DESA HATAWANO Rp. 762.927.OOo

7, DESA WAELIHANG Rp. 773.872.O4O

B. DESA WAPREA Rp. 7O7.265.A40

9. DESA WAEPOTIH Rp. 738.986.000

10. DESA SKIKILALE Rp. 885.050.00o

5. BATABUAL I. DESA I LATH Rp. 979.23O.OOO

2, DESA BATUJUNGKU Rp. 783.699.000

3. DESA PELA Rp. 708.063.O00

4, DESA WAEMORAT Rp. 747.912.OOO

5. DESA NAMLEA ILATH Rp. 826.355.000

6. LOLONG GUBA 1. DESA KUBALAHIN Rp. 714.223.OOO

2. DESA WAEGEREN Rp. 849.497.OOO

3. DESA GRANDENG Rp. 694.271.OOO

4. DESA LELE Rp. 806.364.000

5. DESA WANAKARTA Rp. 1.245.t77.OOO

6. DESA WABLOY Rp. 724.265.OOO

7. DESA OHILAHIN Rp. 694.358.000

8. DESA TIFU Rp. 810.957.000

9. DESA WAPSALIT Rp. 77O.274.0OO

10. DESA NAFRUA Rp. 896.371.000

7. WAELATA 1. DESA WAELO Rp. 747.412.OOO

2. DESA DEBOWAE Rp. 689.023.000

3. DESA PARBULU Rp. 794.597.OOO

4. DESA WAETINA Rp. 681.811.000

5. DESA WAELEMAN Rp. 672.474.O4O

6. DESA BASALALE Rp. 693.557.000

7. DESA WAFLAN Rp. 75A.677.OOo

8. DESA DAVA Rp. 749.260.OOO

9, DESA WAEHATA Rp. 7O7.697.OOO

10. DESA WIDIT Rp. 725.332.OOO

8. FENA LEISELA 1. DESA WAMLANA Rp. 891.303.000

2. DESA BALBALU Rp. 797.268.400

3, DESA WASPAIT Rp. 921.836.000



4. DESA WAEDANGA Rp. 786.797.00O

5. DESA LEMANPOLI Rp. 852.483.000

6. DESA WAELANA-LANA Rp. 842.271,OOO

7. DESA WAEREMAN Rp.1.034.238.000

8. DESA WAEMITE Rp. 950.807.000

9. DESA WASI Rp. 849.830.000

10. DESA WAEKOSE Rp. 832.477,0oO

11 DESA WAMANABARU Rp.986.910.000

L2. DESA RAHERIAT Rp. 761.775.OOO

13. DESA WAENIBE Rp. 679.175.000

9. TELUK KAIELY 1. DESA KAIELY Rp. 675.63s.000

2. DESA MASARETE Rp.717.874.00O

3. DESA WAELAPIA Rp. 755.356.000

4. DESA KAKI AIR Rp. 764.695.000

5. DESA SEITH 'Rp, 723.040.000

10. LILIALY 1. DESA UBUNG Rp. 756.233.000

2. DESA JIKUMERASA Rp. 827.37t,000

3. DESA WAEMITING Rp.9i9.388.000

4, DESA SAWA Rp. 758.304.000

5. DESA WAEPERANG Rp. 726.096.OOO

PATI BUR

IyZI\4ASUGI
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